
BUPATI TASIKMALAYA 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

NOMOR 78 TAHUN 2021 

TENTANG 

PEMBE NTUKAN, SUSUNAN 0 GANISASI, TUGAS DAN FUNGSI 
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH 

KEBERSIHAN DAN PENGELOLAAN SAMPAH 
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, 

PE U AHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP 

Menim a g 

Menging t 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TASIKMALAYA, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 4 ayat (3) 
a ran B ati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 202 1 tentang 

Kedudu n, Sus nan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat 
Daerah, p rIu m enetapkan Peraturan Bupati tentang 

em be kan, s n an Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata 
erja Unit e aksana Teknis Daerah Kebersihan dan Pengelolaan 

Sampah pa da inas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan 
akyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup; 

1. Undang-Undang N mor 14 Tahun 19 50 tentang Pembentukan 
Daerah - aerah Ka bupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa 
Barat Berita Negara Repu blik Indonesia Tahun 1950), 
sebagaimana telah d iubah dengan Undang-Un dang Nomor 4 
Tahu 1968 ntang Pembentukan Kabu paten Purwakarta 
dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang 
N m or 14 Ta n 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 
Kabupa en Dalam Lin gkungan Propinsi Djawa Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
2851); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 



Menetapkan 

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 
Tahun 2016 tentang Perangkat Daera h (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan 
Lembaran Negara Republik In donesia Nomor 6402); 

4. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nom or 1 Tahun 
2016 tentang Ta ta Cara Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Lem baran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 
2016 Nomor 1); 

5 . Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 
2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi 
Kewenangan Pem erintahan Kabupaten Ta sikmalaya 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikm alaya Tahu n 2016 
Nomor 3); 

6 . Peratura n Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 
Tahun 20 16 tentan g Pembentukan dan Susun a n Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ta sikmalaya 
Tahun 20 16 Nomor 7) sebagaimana telah diu bah beberapa 
kali, terakhir dengan Pera turan Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 202 1 tentang Perubahan Kedua 
a tas Peraturan Da erah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 
Tahun 20 16 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Da erah Kabupa ten Ta sikmalaya Tahun 
2021 Nomor 3); 

7. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahu n 2021 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 
Perangkat Daerah (Berita Daerah Ka bupaten Tasikmalaya 
Tahun 202 1 Nomor 39); 

8. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 53 Tahun 2021 ten tang 
Tugas dan Fungsi Dinas PekeIjaan Umum, Tata Ruang, 
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan 
Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
Tahun 2021 Nomor 53); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN 
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT 
PELAKSANA TEKNIS DAERAH KEBERSIHAN DAN 
PENGELOLAAN SAMPAH PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, 
TATA RUANG, PERU MAHAN RAKYAT DAN KAWASAN 
PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP. 



BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya. 

2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 

3. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan 

Kawasan Permukima n , dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya. 

4. Kepala adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ru ang, Perumahan Rakyat 

dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya. 
5 . Unit Pelaksana Teknis Daerah Kebersihan dan Pengelolaan Sampah yang 

selanjutnya disebut UPTD Kebersihan dan Pengelolaan Sampah a dalah UPTD 

Kebersihan dan Pengelolaan Sampah pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata 

Ru ang, Perumahan Rakyat dan Kawa san Permukiman, dan Lingkungan Hidup 

Kabupa ten Tasikmalaya. 

6. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Kebersihan dan Pengelolaan Sampah pada 
Dina s Pekerjaan Umum, Tata Ru ang, Perumahan Rakyat dan Kawasan 
Perm u kiman, dan Lingkungan Hidu p Kabupaten Tasikmalaya. 

7. Kelom pok J abatan Fungsional adalah jabatan pegawai negeri s ipil yang 

melaksanakan tugas , tanggung jawab , wewenang dan hak yang d idasarkan 

pada keahlian danl atau keterampilan tertentu yang bersifa t mandiri. 

BAB II 
PEMBENTUKAN 

Pa sal 2 

Dengan Peraturan Bu pati ini d ibentu k Unit Pelaksana Teknis Daerah Kebersihan 

dan Pengelolaan Sam pah Kela s A pad a Dinas Pekerjaan Um u m , Tata Ruang, 
Perumahan Rakya t dan Kawasan Permukim an, dan Lingku n gan Hidup 

Kabupaten Tasikmalaya. 

BABIII 

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI 

Bagian Kesatu 

Kedudukan 

Pasal3 

(1) UPTD Kebersihan dan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 adalah unsur pelaksana teknis sebagian tugas operasional Dinas di 

lapangan. 
(2) UPTD Kebersihan dan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 



Bagian Kedua 

Tugas 

Pasal4 

UfYI'D Kebersihan dan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal (2) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang 
kebersihan dan pengelolaan sampah. 

Bagian Ketiga 
Fungsi 

Pasal 5 

Dalam m elaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UfYI'D 
Kebersihan dan Pengelolaan Sampah m em punyai fungsi: 
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan Teknis operasional UfYI'D Kebersihan 

dan Pengelolaan Sampah; 
b. Pelaksanaan kegiatan teknis operasional UfYI'D Kebersihan dan Pengelolaan 

Sampah; 
c. Pelaksanaan pengolahan sampah (pemadatan, pengomposan, dau r ulang 

materi dan merubah sampah menjadi sumber energi); 
d. Pelaksanaan pemprosesan akhir sampah (penimbunan, pemadatan, 

penutu pan tanah, pengolahan lindi dan penanganan gas); 
e. Pelak sanaan ketatausahaan UfYI'D Kebersihan dan Pengelolaan Sampah; 
f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi da n pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi 

UfYI'D Kebersihan dan Pengelolaan Sampah; dan 
g. Pelak sanaan fu ngsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 

BABIV 
SUSUNAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN 

Bagia n Kesa tu 
Susun an Organisasi 

Pasal6 

(1) Susunan organisasi UfYI'D Kebersihan dan Pen gelolaan Sampah terdiri atas: 
a. Kepala UfYI'D; 
b. SUbbagian Tata Usaha; dan 
c. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan struktur organisasi UfYI'D Kebersihan dan Pengelolaan Sampah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran. 

Bagian Kedua 
Kepegawaian 

Paragraf 1 
Pengangkatan dan Pemberhentian 

Pasal 7 

( 1) Kepala UfYI'D se bagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a diangkat 
dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas. 



(2) Pejabat pelaksana danl atau pejabat fungsional di lingkungan UPTD 

Kebersihan dan Pengelolaan Sampah diangkat dan diberhentikan oleh pejabat 
yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

(3) Ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 

Paragraf2 

Eselon 

Pasal 8 

(1) Kepala UPTD sebagaim ana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a 
merupakan jabatan struktural eselon IV.a. 

(2) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana d imaksud dalam Pasal 6 ayat (1) 

huruf b merupakan jabatan struktural eselon IV. b. 

BAB V 
RINCIAN TUGAS UNIT 

Bagian Kesatu 

Kepala UPTD 

Pa s al 9 

(1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksu d dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a 
mempu nya i tuga s pokok melaksanakan pengendalian dan pengawasan 
seluruh kegiatan tugas dan fungsi UPTD Kebersih an dan Pengelolaan Sampah 

dalam pengelolaan, pem elih a raan, dan pelayanan kebersihan dan pengelolaan 
persampahan. 

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pa da ayat (1), 
Kepala UPTD m em pu nyai rincian tuga s melipu ti: 
a. Mela ksanakan koordin asi dan pen gawa san kegiata n UPTD Kebersihan dan 

Pengelolaan Sampah; 

b. Melaksanakan pen gen dalian dan pen gawa san kegia tan pelayanan 

kebersiha n jalan, kota , j alur hijau, la pa n gan olah raga, kompleks 

perkantoran dan perm u kiman ke tempat pembuan gan akhir, tempat 
pemrosesan akhir sampa h; 

c. Melaksanakan pengendalian dan pengawa san kegiatan pengelolaan dan 
pemanfaatan sampah di tempa t pembuangan akhir, tempat pemrosesan 
akhir sampah; 

d. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan kegiatan pelayanan 

pembersihan parit jalan kota dan penyedotan tinjal limbah cair rumah 
tangga; 

e. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan pemungutan 
retribusi; 

f. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan pengaturan, penggunaan dan 
pemeliharaan peralatan, sarana dan prasarana pelayanan kebersihan UPTD 

Kebersihan dan Pengelolaan Sampah; 



g. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan kegiatan survei, inventarisasi 
dan pendataan terhadap lokasi penumpukan sarnpah untuk memudahkan 
dalarn melakukan proses pengelolaan persarnpahan; 

h. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan pengelolaan dan 

pemeliharaan tempat penampungan sementara dan tempat pemrosesan 
akhir sampah, tempat pembuangan sementara dan temp at pembuangan 
akhir; 

1. Melaksanakan pengendalian pengaturan jadwal dan rute pengangkutan 
sampah seeara teratur dari tumpukan dan tem p a t pembu angan sementara 
ke tempat pembuangan akhir; 

J. Melaksanakan penyuluhan dan pemberian informa si kepada masyarakat 

tentang tata eara pembuangan sampah ke bak penampungan temp at 

penampungan sementara agar tidak berserakan untuk mem u dahkan 
pen gangkutan selanjutnya dengan m obil angkut sampah; 

k. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan pengaturan dan pelaksanaan 
proses pemusnahan dan pemanfaatan sarnpah yang telah d iangkut ke 
tem pat pembuangan akhir di tem pat yang telah ditentukan dan kegiatan­

kegiatan lain yang berhubungan dengan pen gelolaan persampahan; 
l. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan pembers ihan sampah dan air 

kotor; 
m . Melaksanakan pengendalian inventarisas i lokasi pewadahan sarnpah, pada 

jalan-jalan umum, kompleks pertokoan, perumahan kantor pemerintahanj 

swa sta serta tempat-tempat umu m lainnya; 

n. Melaksanakan pengendalian dan pengawa san kegiatan pen gangkutan 

sa m pah lan gganan, sampah umum dan sampah galian; 
o . Melaksanakan pembin aan person il, pemeliharaan sarana dan prasarana 

ser ta pen gelolaan keu angan di lin gku ngan UPTD Keber sihan dan 
Pen gelola an Sampah; 

p. Melaksanakan pengendalian kesekretariatan pada UPTD Kebersihan dan 

Pengelola an Sa m pah; 
q. Melaksanaka n penyusunan rene ana usulan anggaran pendapatan dan 

belanja UPTD Kebersihan dan Pen gelolaan Sam pah; 
r. Melaksanakan penyusu nan ren eana u sulan ke bu tuhan sarana dan 

prasarana UPTD Kebersihan dan Pengelolaan Sarnpah; 
s. Melaksanakan koordinasi dan kerja sarna dengan unit kerja terkait; 
t. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas UPTD 

Kebersihan dan Pengelolaan Sampah; dan 

u. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 

Bagian Kedua 
Subbagian Tata Usaha 

Pasal10 

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 6 ayat (1) huruf b 

mempunyru tugas pokok melaksanakan 
mengoordinasikan, mengendalikan kegiatan 

pelayanan administratif, 
ketatausahaan, pengelolaan 



kepegawaian, penyusunan program dan penyusunan akuntansi dan laporan 
keuangan di lingkungan UPTD Kebersihan dan Pengelolaan Sampah. 

(2) Dalam menye1enggarakan tugas pokok, Subbagian Tata Usaha sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), mempunyai rincian tugas me1iputi: 
a. Menyusun rencana kerja UPTD Kebersihan dan Pengelolaan Sampah; 

b . Melaksanakan penge101aan urusan rumah tangga dan perlengkapan UPTD 
Kebersihan dan Pengelolaan Sampah; 

c . Melaksanakan penge10laan administrasi kepegawaian UPTD Kebersihan dan 
Pengelolaan Sampah; 

d. Melaksanakan penge101aan administrasi keuangan UPTD Kebersihan dan 

Pengelolaan Sampah; 

e. Me1aksanakan penge101aan administrasi umum dan ketatalaksanaan UPTD 
Kebersihan dan Pengelolaan Sam pah; 

f. Melaksanakan pembinaan ketata u sahaan, kearsipan dan kepegawaian 
UPTD Kebersihan dan Penge101aan Sampah; 

g. Melaksanakan pendokumentasian tata naskah dinas dan pengelolaan 

kearsipan; 

h . Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana usulan anggaran 
pen dapatan dan belanja UPTD Kebersihan dan Pengelolaan Sampah; 

1. Me1aksanakan penylapan bahan rencana usulan kebutuh an dan 
pem e1iharaan sarana dan prasarana; 

J. Me1aksanakan pencatatan dan penyimpanan aset dan perlengkapan; 

k. Melaksanakan koordin asi dengan unit kerja terkait di lingku n gan UPTD 

Kebersihan dan Penge101aan Sampah; 
1. Melaksanakan pelaporan hasil pe1aksan aan tu gas kepada Kepala UPTD; 

dan 
m. Melaksanakan tugas kedina san lain nya. 

BAB VI 

TATA KERJA 

Pasal 11 

(1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a secara 
teknis operasional dan a dministratif berada di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Kepala. 
(2) Setiap pegawai di lingkungan UPTD Kebersihan dan Penge101aan Sampah baik 

teknis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala UPTD. 
(3) Dalam melaksanakan tugas setiap pegawai baik pejabat struktural, pelaksana 

dan pejabat fungsional harus menegakkan prinsip-prinsip koordinasi, 
integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik secara vertikal maupun horizontal. 

(4) Kepala UPTD harus memberikan laporan tentang pe1aksanaan tugasnya secara 

teratur, je1as dan tepat pada waktunya kepada atasan. 



(5) Setiap unsur pegawai di lingkungan UPTD Kebersihan dan Pengelolaan 
Sampah harus mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab 

kepada Kepala UPTD serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya. 

(6) Setiap laporan dari bawahan yang diterima oleh Kepala UPTD, wajib diolah dan 
dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan 
menyampaikan petunjuk kepada bawahan. 

(7) Jenis dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4), ayat (5) dan ayat (6) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BAB VII 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

Pa sal12 

(1) Pa d a UPTD Kebersihan dan Pengelolaan Sampah dapat ditetapkan j a batan 
fun gsional tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Keten tuan lebih lanjut mengenai jabatan fungsional sebagaimana d imaksud 

pada ayat (1) diatur oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang­

undangan yang berlaku. 

BAB VIII 
PEMBIAYAAN 

Pasal13 

Pembiayaan UPTD Kebersihan dan Pengelolaan dibebankan kepada Anggaran 
Pendapa tan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya da n sumber lain yang 
sah dan tidak m engikat. 

BAB IX 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal14 

Pada saat m ulai berlakunya Peraturan Bupati mI, pejabat yang ada tetap 
menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan 
ditetapkannya pejaba t yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini. 

BAB X 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal15 

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Tasikmalaya 
Nomor 123 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kebersihan dan 
Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup dicabut dan dinyatakan tidak 

berlaku. 



9 

Pasa116 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 

Diundangkan di Singaparna 
pada tanggal 4 Oktober 2021 

ASIKMALAY A, 

Ditetapkan di Singaparna 
pada tanggal 4 Oktober 2021 



LAMPlRAN 

NOMOR 
TENTANG 

10 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 
78 TAHUN 2021 

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI , TUGAS DAN FUNGSI 
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH 
KEBERSIHAN DAN PENGELOLAAN SAMPAH PADADINAS 

PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN 

KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP. 

BAGAN STRU KTUR ORGANISASI 
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KEBERSIHAN DAN PENGELOLAAN SAM PAH 

PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT 
DAN KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HID UP 

KABUPATEN TASIKMALAYA 

KEPALA U PTD 

I 

I 
SUBBAGIAN 

I TATA USAHA 

KELOMPOK 


